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Abstract. Improving the quality of public services is one of the key objectives in village governance. To achieve
this goal, the implementation of good governance principles is highly relevant, as it ensures that services are
delivered in a transparent, accountable, responsive, and citizen-oriented manner. This study aims to analyze the
influence of good governance on the quality of public services at the Barangmamase Village Office, Sajanging
District, Wajo Regency. The research employed a census method by involving the entire population as the
research sample. Data collection techniques included observation, questionnaires, and documentation, while the
data analysis technique applied was descriptive analysis to illustrate the actual conditions in the field. The
findings indicate that the implementation of good governance, according to respondents, is categorized as good,
and the quality of public services is also categorized as good. Furthermore, quantitative analysis shows that good
governance has a strong and positive influence on public service delivery. This implies that the better the
implementation of good governance principles, the higher the level of public satisfaction with the services
provided. The study emphasizes the importance of consistently applying the principles of transparency,
accountability, participation, and effectiveness to improve the quality of public services at the village level. These
findings are expected to serve as a useful reference for village governments and future researchers in developing
further studies on the relationship between governance practices and community satisfaction in the context of
public service delivery.
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Abstrak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tujuan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan prinsip-prinsip good governance
menjadi sangat relevan karena dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat transparan, akuntabel,
responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana
pengaruh good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Barangmamase, Kecamatan
Sajanging, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan melibatkan seluruh anggota
populasi sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner,
serta dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi
aktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance menurut penilaian
responden berada pada kategori baik, begitu pula kualitas pelayanan publik yang juga dinilai baik. Lebih lanjut,
analisis kuantitatif mengindikasikan bahwa good governance memiliki pengaruh positif dan kuat terhadap
pelayanan publik. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik implementasi prinsip-prinsip good governance, maka
semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Temuan penelitian ini
menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan efektivitas sebagai upaya nyata meningkatkan mutu pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah desa maupun peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian
tentang hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan kepuasan masyarakat dalam pelayanan
publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Kualitas layanan, Pelayanan Publik, Pemerintahan desa
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Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Desa Barangmamase
Kecamatan Sajoanging

1. PENDAHULUAN

Konsep good governance merupakan suatu konsep yang sangat baik. Konsep good
governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini
dipercaya sebagai penyelenggaraan urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik
yang bersifat sentralis, non partisifatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik pada
rezim-rezim terdahulu, harus diakui telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati
pada rezim yang berkuasa.

Pelayanan publik dipandang sebagai penggerak utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip
good governance karena nilai efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat diterapkan secara
lebih nyata dalam penyelenggaraan layanan. Akuntabilitas yang diperkuat melalui regulasi,
transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital telah terbukti meningkatkan efektivitas
layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Jabar & Yuniarni, 2025;
Birdayanthi et al., 2023). Upaya digitalisasi melalui penerapan e-government dan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga berperan penting dalam meningkatkan
efisiensi, meskipun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital dan keterbatasan
infrastruktur (Aprilina et al., 2025; Sundari & Sartika, 2025). Selain itu, inovasi kelembagaan
seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) mampu memperluas partisipasi masyarakat,
meningkatkan transparansi prosedur, serta menyederhanakan akses layanan melalui integrasi
sistem modern yang lebih responsif (Izzaturrahmah et al., 2023). Dengan demikian, pelayanan
publik bukan hanya menjadi sarana penyediaan layanan, tetapi juga instrumen strategis dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan surat dengan permasalahan,
misalnya prosedur pelayanan yang lambat dan lama, ketidakpastian waktu dan harga yang
menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkauan secara wajar oleh masyarakat. Hal ini
menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayananan dalam hal ini birokrasi
sehingga masyarakat mencari jalan alternatife untuk mendapatkan pelayanan melalui cara
tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan.

Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara
pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga
Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi,
sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini
terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan,

tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.
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Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan
publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib
diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik pengurusan administrasi, masyarakat mengeluh
karena kecepatan dan Kketepatan penyelesaian, masih dirasakan kurang maksimal
penerapannya, sehingga berdampak pada dinamika kerja belum menunjukkan sikap dan
perilaku serta kinerja pegawai, hal ini dimungkinkan pegawai kurang tanggap dan merespon
kebutuhan masyarakat. Atas dasar itulah sehingga penulis melalui kesempatan ini, mencoba
menelusuri permasalahan dengan suatu kajian sehingga diangkat suatu penelitian sederhana
dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Pada

Kantor Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging”

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penellitian adalah Kantor Desa Barangmamase
Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian
sensus dengan menggunakan pendekatan kuantitatif disertai sebagai upaya mengumpulkan
informasi dari responden dengan menggunakan angket, dengan alasan karena peneliti ingin
melihat seberapa besar Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Pelayanan Publik
pada Kantor Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder dengan informan dalam penelitian ini sebanyak 30
orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi, angket, dan

dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dihubungkan dengan landasan teoritis Pengaruh Good
governance terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Desa Barangmamase Kecamatan
Sajoanging Kabupaten Wajo dapat diketahui bahwa seperti yang terlihat pada tabel 4.2 ternyata
secara umum menurut responden Good governance pada Kantor Desa Barangmamase
Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, termasuk dalam kriteria Baik dengan total skor 1,687
dari nilai yang artinya semua dimensi sudah terlaksana dengan baik

Dari sisi lain Pelayanan Publik menunjukkan penilaian responden rata-rata berada pada
kategori baik yaitu dengan total skor 2,250 dari nilai ideal, terlihat pada tabel 4.3. Maka
besarnya Pengaruh Good governance terhadap Pelayanan publik pada Kantor Desa

Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo sebesar 0,542 atau 54,2% (Tabel 4.6),



Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Desa Barangmamase
Kecamatan Sajoanging

sisanya adalah pengaruh dari variabel lain sebesar 45,8% yang tidak dibahas dalam model
penelitian ini.

Oleh karena itu, untuk dapat lebih meningkatkan Pelayanan publik secara umum, antara
lain dapat diupayakan melalui peningkatan Good governance bersangkutan seperti yang telah
disampaikan dalam pembahasan mengenai Good governance dengan Pelayanan publik pada
Kantor Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten

Demikian pembahasan hasil penelitian ini yang dapat digambarkan yang tentunya tidak
luput dari keterbatasan penulis, baik disebabkan oleh faktor metodologi maupun non
metodologi. Oleh karena itu, kepada para peneliti kiranya dapat mengadakan penelitian
lanjutan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini dengan memasukkan hal-hal yang belum

diungkapkan sehubungan dengan variabel penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Good governance pada Kantor Desa
Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, secara umum termasuk dalam
kriteria Baik dari nilai ideal. (2). Pelayanan publik pada Kantor Desa Barangmamase
Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, secara umum termasuk dalam Kriteria baik dari nilai
ideal. Good governance berpengaruh positif terhadap Pelayanan publik pada Kantor Desa
Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.
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